
SALINAN 

BUPATI LANDAK 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 

NOMOR T8 TAHUN 2e20 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANDAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 
mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat 
daerah dan unit kerja pada perangkat daerah 
memperhatikan pedoman dari kementerian / lembaga 
pemerintah nonkementerian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Landak. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3970); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor l 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 83); dan 



., 

Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA 
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN LANDAK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Landak (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 423) diubah 
se bagai beriku t : 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas merumuskan, mengoordinasikan, membina, 
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan 
kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris 
mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam : 
a. merumuskan Kebijakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak; 
b. melaksanakan Koordinasi kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak; 
c. membina dan mengarahkan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak; 
d. menyelenggarakan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak; 



e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Landak; 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan 
kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Landak; 

g. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan 
kebijakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Landak; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub 
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan; 
b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas; 
d. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (!KU) dinas; 
e. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan 
pemerintahan; 

f. penyusunan perjanjian kinerja dinas; 
g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

dinas; 
h. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) dinas; 
1. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan dinas; 
j. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
1. pembinaan teknis administrasi dalam Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan; 
m. pegumpulan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi dinas; 
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi sekretariat; 
o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan 

tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
dan 

p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



'' 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai 

peraturan perundang-undangan; 
d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
f. pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, pemberian 

penghargaan, penilaiaan kinerja pegawai, tata naskah dan layanan 
informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan 
dinas; 

g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi 
untuk rapat acara kedinasan; 

h. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan 
dinas; 

1. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk; 
j. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanaan arsip in aktif; 
k. penyusunan analisis jabatan dan bezzetting; 
I. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 
m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas; 
n. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dinas; 
o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan 

tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
p. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; dan 
q. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang 

diserahkan oleh Sekretaris. 

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub 
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
b. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan 
Anggaran (DPPA); 

c. perencanaan pengadaan barang dan jasa; 
d. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di 

Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di 

Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
g. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan inventarisasi 

dan pelaporan barang milik daerah di Dinas; 
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan 

tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset; 



i. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 
j. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan 

tunjangan pegawai di lingkungan dinas; 
k. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran 

pegawai di lingkungan dinas yang pensiun; 
1. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi 

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian aset daerah di 
lingkungan dinas; 

m. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah di 
lingkungan dinas; 

n. verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran dinas; dan 
o. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang 

diserahkan oleh Sekretaris. 

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Kelima 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Pasal 17 
(1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan 
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, 
pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil menengah, peningkatan 
kualitas SOM koperasi dan kewirausahaan serta bertanggung jawab 
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Keenam 

Bidang Perindustrian 
Pasal 24 

(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) 
huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas dalam ha! menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan teknis perindustrian dan kerajinan rakyat. 



8. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Ketujuh 

Bidang Perdagangan 

Pasal 31 
(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) 

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di 
bidang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar 
negeri. 

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 41 
Pengaturan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 42 

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak. 

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). 

(3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib 
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VII 

TATA KERJA DAN LAPORAN 



Bagian Kesatu 

Tata Kerja 

Pasal 43 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan tugas 
memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan 
memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan 
fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing 
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian 
masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedua 

Laporan 

Pasal 44 
(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 

secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan 
teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal 
kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan 
terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara 
tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. 

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta 
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing- 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari 
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan 
dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna 
perumusan kebijakan lebih lanjut. 



.. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 

pada tanggal 21 vwpoler 2020 

BUPATI LANDAK, 

TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Diundangkan di Ngabang 

pada tanggal 2} tvcmber 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK 

TTD 

VINSENSIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 20l NOMOR 703 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA SAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KAB. LANDAK, 

DARIANUAR SH 
NIP. 19661128 199402 2 001 
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